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Draft Rancangan Kontrak

SATTTAN KFRTA -
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor

Tanggal :

Nama :

NIP :

Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen

Berkedudukan : Kampus Terpadu UBB Gedung

di Rektorat Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang Kabupaten
Bangka

NAMA PEJABAT yang bertindak untuk dan atas nama” Pemerintah

PENANDATANGAN KONTRAK Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi c.a. Satuan Keria Universitas
Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Rektor
Universitas Bangka Belitung Nomor
1.2/UN50/KU/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023

.......

»
oC mu IJ IALI lya MIOLUMI. l. DJﬂ-lJ‘I.I. l. unmuuamlaau l\Ull&l. “A Pl

dengan:
Nama s [nama wakil Penyedial
Jabatan N e [sesuail akta notaris]
Berkedudukandi : ........ [alamat Penyedial
Akta Notaris : ...... . [sesuai akta notaris/
Nomor
NAMA PENYEDIA Tanggal 5 eanmien [tanggal ~ penerbitan
aktal
Notaris D eeenn [di@idia §iCiaiis piiciil
aktal
yang bertindak untuk dan atas nama .............. [nama

badan usahaj selanjutnya disebut “Penyedia”.
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Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak

Nama B Nesan [aiisi nama yang ditunjuk

menjadi  Wakil Sah Pejabat

WAKIL SAH PEJABAT Penandatangan Kontrak/

PENANDATANGAN KONTRAK Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat
Penandatangan Kontrak  ......
nomor ..... tanggal ....... /diisi nomor
dan tanggal SK pengangkatan Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:
AT s A A NOIOE ¥ cviivsivisicissisidisssriinisssdisis dineseansnunons
AN l.. I LAN\GALVAAUN, Tanggal P
Pemeliharaan dan Perawatan ot

Gedung C Dan Laboratorium NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

Fakultas Teknik PENGADAAN LANGSUNG :
OO 3 Susiansssosvissiosssesisssaisnsisississussaasiasasss
TANZRAL & oo
|
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran
2023 untuk mata anggaran kegiatan

023.17.677533.30.51.DK.4470.BEI.001.004.A.523111.001.002

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (Enam Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal

AMi1lnas Kamia wrama tavnanbiim Aalowve COME cnmnni Aanmann Tanmoanal Danvranalinys Dawtasan
e L e e sl e

Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung
sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Lumsum

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan
antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain
lllﬁi\.‘d yary bcriuku 'adaluh i\Ci.Clli.udIl ddl'd.lll dUi\.DLlII.Cll ‘y'd.lls IC‘UHL 11115“51 ‘Lﬂ:l'ddbdli\ﬂll
urutan hierarki sebagai berikut:

Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
Surat Perjanjian;

Surat Penawaran;

oo

Syarat-Syarat Umum SFK;
gambar-gambar ;
spesifikasi teknis;

- 0 o
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g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

h. Dokumen Iainnya seperti‘ Surat Penunjukan Penyedia Barang/]asa Jadwal
Dalalrans Dalrasinnis 1niastianas  smsmasis naa Trvdn A~ DA + DA Dalalransamaa
4 \/L“M“ll“(—hl.l 4 \—.L\UJ.J““.IL’ Juj.l.l..ll.l.u.ll Ju.uu.x;u.u, UU.I. dees 4 t\«“l I-b L\Ll‘t.fub i \.r.l. J.I.“bl“.l.l. O e AN e S
Kontrak.

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk PaJak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp........cccovueuenne

\ .................................... : upmu) yarg LU.IJCJ. UI.CII. UCI udbdl MIL w Ld.l. ncusa pcr lawardarl

terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil
negosiasi dan koreksi aritmatik.

LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :
i. FPekerjaan FPersiapan
2. Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perawatan
3. Pekerjaan Pemeliharaan Dan Perawalan Gedung C Fakulias Teknik

TMrssalansrasinis sssadesls Irmsabarnls Jens AiTalevalrnas 1ra Daals Alrn e b sa e n
LALLM Y Gl el MALLLUAD INVLLLL G LA L VALLCUN A RGAL L N AL LI senas l.\.«l.\ULl.l.llb VOO G sassasaansesns CLLAD LLedliled

Penyedia : ......ccoeuu...
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan:

1 Surat Tagihan

2 Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
4. Rerita Acara Serah Terima Hasil Peleriaan
5. SSP (PPN DAN PPH)
6 Kuitansi

i Faktur Pajak

8. Dokumentasi Hasil Pekerjaan

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan fasilitas
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Unluk dan alas nama Universilas Uniuk dan alas nama Penyedia
Bangka Belitung
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli untuk proyek/satuan kerja Fejabat
ini untuk FPenyedia maka rekatkan FPenandatangan Kontrak maka rekatkan
iiciciai Rpl8.000,~ )] iicicrai Rplo.000,- )]
_ [nama lengkap]/
[Fejabat Pembuat Komifmen] [jabatan]
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
wakiu yang diientukan sesuai dengan keiuaran, gambar, spesifikasi ieknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN
WEWENANG SERTA PENIPUAN
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima

hiadiali alau iimbalaii bCiipa apa saja alau iiiclaNuraii lindaxaii laiiiiya unius
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan
dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau

¢, embuai dan/aiau menyatmpaikan secara ildak benar dokunen dan/aiau
keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;

d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO
(apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;

e. renyedia yang menurut peniiaian rejabat Fenandatangan Kontrak terbukti
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-
perundangan;
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f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan

AT rer Amsa s sves A v

F\vl e R S lé “a k““&léhlll

4. HARGA KONTRAK
a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi
(apabila dipersyaratkan), biaya overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan
biaya penerapan SMKK,;
b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar
Reluaran dan Ilarga.

5. UANG MUKA
a. Uang muka dibayar untuk membiavai mobilisasi peralatan/tenaga keria
konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material
dan/atau untuk persiapan teknis lain;
b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh
perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi,
c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan

walaila 1ilra cannna dasdbilio lramnanda Dainland D, Ak ~rns Vambuals
y\.;aéu;uu;;su.t IMA—A.I.cb MUKS SSTATG WCItians B Pl L \.«Juuub e u.us-uu&u N

disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;

d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima;

e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(Frovisional Hand Over/FHO),

f. Pejabat Penandatangan Kontrak  harus mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tuiuh) hari
kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;

2. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

ILTATS TY »\I\T '/I‘\\TA TID AN DUATVTTYT l
ALOwWAN LS ANJRAZOMANY L LAY L LA

2!

a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana

dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan
sesuai ketentuan SPK;

c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;

d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan  menyerahkan
pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam SPK;
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a.

b.

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian
alau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan
dalam hal pergantian nama penvedia. baik sebagai akibat peleburan (merger)
atau akibat lainnya;

Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

Q.

i s

Tamaalaleas ~ALAT- -~ -1 A1, ~1-
x)l l.\ uu UClianii \.u.lu.u yuuu Mlkébal y\.lmuual.aubuuuu Uil pcua l.}ul“l\ ouxnysu

dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;

Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam
SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;

Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
sampal dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekerjaan, Pejabai Penandatangan Konirak bersama dengan
Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah
menyelenggarakan rapal persiapan pelaksanaan konlrak;

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran
dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran
(outpaﬂ Tcnaga Ketja Konstruk31 dan Pcralatan Utama (Mutual Check O%)
uaou pcuu.tu\oaau U'blbd.llla uu.u.anénau uau.uu Ublllﬂ. n\,cua ﬂl.}al.l'.l.l.ﬂ. Lid.l.alll
pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum SPK;

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;
Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia
dengan adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

a

Kecnali SPK dinntuskan lehih awal, Penvedia berkewaiihan unfuk memnlai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan
yang dinyatakan dalam SPK;

Apabﬂa Penyedla berpendapat tidak dapat menyelesalkan pekerjdan sesuai Masa
n.mx\aauaan nau,na u.l u.uu pul;scnuauann_ya _ydils uapa.t uxuw\umu Ublllll\ldll;,
dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak ,dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan
Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa
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Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia
dengan membual adendum SFK;

Tika pekeriaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar

atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

a.

Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat
Monandatangan Koitrak harus miciberikan poringatain sccara icrtulis atau
dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;

Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar

10% dari rencana;,

Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause

meeting/SCM) sebagai berikut:

1)  Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan
peringatan secara tertulis kepada FPenyedia dan selanjutnya
menyelenggarakan Rapat Fembuktian (SCM) Tahap I.

2)  Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan
dan Penyedia membahas dan menyepakali besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh Penvedia dalam periode waktu tertentu (uii coba
pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap L.

3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan
harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati
besaran kemajuan flSlk yang harus dlcapal oIch Pcnyedla dalam waktu
I-CL l-(a.[iLlul \le.l \..uua z\wua) J‘allé uuuauému uan:uu Ubl u,a. n\,cua L)\.«J.Vl 1auay
IL.

4)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji
coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

5)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Konirak Kritis Iil dan Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara
sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
ITndang Hukum Perdata

6)  Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

a.

Dalam hal d1perk1rakan Penyedla gagal menyelesalkan pekerjaan sampal Masa
ICldLMlLMIl UCI d.).\.llll'. rarour I CJd.Ud.l l.' Clial lu.d.l.cl.l.l&dll .I\UIII.I‘. 4!\. lllClllldl UdIle
Penyedia mampu menyelesalkan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur:
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1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
2)  pengenaan sanksi denda kelerlambatan kepada Penyedia;

c. Pemberian kesemvatan kepada Penyedia menvelesaikan pekeriaan dengan diikuti
pengenaan denda keterlambatan,

d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
dilaksanakan dengan ketentuan:
1)  tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
2)  paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga
kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RiSIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung

lanpa balas Pejabal Penandalangan Konirak beseria inslansinya terhadap semua

bentuk tuntutan. tangeung iawab. kewaiiban. kehilangan. kerugian. denda.

gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang

dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali

kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian

berat Pejabat Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul

dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal

Ieriyciatiait ARl TERCijaaii .

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga
kerja konstruksi,

2)  cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

3)  kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak ketiga.

b.  Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan
dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan
Kontrak ;

e Pertangennegan asuransi vang dimiliki aleh Penvedia tidak membatasi kewaiihan
penanggungan dalam pasal ini;

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu
dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat

et 99 “ LI I I ™ 3
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17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU
a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
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Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan
kepada pihak keliga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan alas semua
pelaksanaan pekeriaan vang dilaksanakan oleh penvedia:

Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas
setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Konirak dapat
memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu,
serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu seclama
REnnma Wansnbasnles

AVEAOA INULLLL AD,

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan;

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang
ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak , berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga
yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan
iersebut. Penyedia segera scielah menerima klaim FPejabat Penandatangan
Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut.
Pejabal Penandatangan Konirak dapal memperoleh pengganlian biaya dengan
memotong pembavaran atas tagihan Penvedia vang iatuh tempo (iika ada) atau
uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka
biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;

Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
kctcrlambalan pcrbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam

L\Lyaua l cuyt,\,ua Jll\a uua.n lllClal\MIldl\all lJ\,l. uanmu \.a\,ax. un.uu,

Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah
diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk
menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna
pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pckerjaan,;

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku
harian sehagai hahan laporan kemajuan hasil pekeriaan vang herisi rencana dan
realisasi peker}aan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan
pekerjaan;

Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan
sesuai dengan kebutuhan;

Untuk merekam keglatan pelaksanaan pekerjaan konstrukm Pejabat
Ib! tat mamu&au ;\uuu dl\ uau l' t,nyc:um l[lLlIlUudl lUI.U“‘lUlU u.w\uuu,nmm ua.u v:u\,U
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;

Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas
Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak .
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19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeriaan selesai. sesuai dengan ketentuan vang tertuang dalam SPK.
Penyedla mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;

o3 Pcmcriksa.an dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
- = peyug A nalacas
MLLLAL s n)l.!\aﬂul.MOJ. J“Lla L\—l\-“lll-l&lll Lictiaiii \Jl 1\,

d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat
Penandatangan Konirak  apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;

€. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima Periama Pekerjaan,

f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga
Konlrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan relensi sclama masa
nemeliharaan, atau pembavaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari
Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar
5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan sclama Masa Pemeliharaan schingga
ROIGISE €lap SEpPeiii pada saat peiiyciatian peiiaitia PpERCijaaii,

b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;

c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir
pekerjaan;

d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

c. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga
Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;

f  Apabila Penvedia tidak melaksanakan kewaiihan pemeliharaan sehagaimana
mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundangan;

2. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:




Y
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b.

C.

1) perubahan pekerjaan;

2) perubahan Harga Konlrak;

3) vperubahan iadwal pelaksanaan pekeriaan dan/atau Masa Pelaksanaan:

4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.

Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

D DIDMTITDATTANY DTT7T'DT A ANT
FAFSPE B P \N S EFa i Ve VL By § J.J].\.LJI.\Jm'u‘

a.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi feknis yang ditentukan dalam dokumen SPK,
Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan
pekerjaan, yang meliputi:

1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;

2) mengubah spesitikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau

3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada
huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan
Kontrak , Pejabal Penandalangan Konirak dan Penyedia dapal menyepakali
nerubahan nekeriaan sehagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK
awal;

Hasil negosiasi tersecbut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar
peiiyusuiiaii adciiauiii SR,

Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak
akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK
awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA
a.

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau
Peristiwa Kompensasi;

Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan
dengan negosiasi;

Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi:

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN
a.

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan;

2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

3) Peristiwa Kompensasi.

forpamjangan Masa Folaksatiaan dapai diberikan vichl fejabal Fenandaiangar
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
1) perubahan pekerjaan;

2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau

3) Keadaan Kahar.
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¢c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu
terhentinya SPK akibal Keadaan Kahar alau waklu yang diperlukan uniuk
menvelesaikan pekeriaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas:

d. Pejabat Penandatangan Kontrak  dapat menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan
peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk
iiiciicegal Relcrlanibalain sC5CZCia Muiig i, illana RCICilaiiibatan scporti it Hdak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan,

e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;

f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa
Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SFK;

g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan daia penunjang. FPejabat
Penandatangan Kontrak  berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang Masa Pelaksanaan secara fertulis. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak
secara tertulis dengan ketentuan :

1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sc;ak mcnyadarl

al.au Obl 1aruat lyd 1ict l_yauax i. al..aa M.Jau;an dl.al-l lL«lJaulll‘ya m..,a.uaau Ml ar ,

2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang
terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi
kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau
wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang
dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap
pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat
dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan,

2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

3) TFgjabai Fenandaiangan Konitak — ddak  memberikan  gambar-gambat,
spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;

5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;
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6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi
lertentu yang lidak dapal diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak
disebabkan oleh Peiabat Penandatangan Kontrak : atau

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak

berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan

Masa Pelaksanaan;

Ganti rugi aklbat Peristiwa Kompensa31 hanya dapat dlbayarkan jika berdasarkan

Ak A~ wala Az -1~ ~T 1. e
[STeavay k)\-.l.lu.llJﬂl.lb aait Pblllltulléﬂll I\Ullll.)\.d.l.a‘-lol. yﬂll& MluJMMll [vItet l\.ll_ybbﬂ.sl

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu
akibat Peristiwa Kompensasi;

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
menganiisipasi atau mengaiasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.

b.

-:L

Penghentian SPK dapat dilakukan karena teriadi Keadaan Kahar;

Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat

peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan

wanprestasi;

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau

Penyedia;

Tciniuiusail STK dilaKuRai scRuiaiig- Nulaigiiya 14 (Ciiipal oclas) liari Ralcnder

setelah  Pejabat Penandatangan  Kontrak /Penyedia menyampaikan

pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat

Penandatangan Kontrak ;

Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat

Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian

prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Konirak
dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Peiahat Penandatangan Kontrak atan Penvedia melalini pemberitahnan tprfnlm

dapat melakukan pemutusan SPK apabila:

1)  Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korup51 kolusi,
ud.n/ d.l.d.u l.leUl.lelC udll.f a.l.au pcmn&alau puamng,au bLII.ClL u.a.mlu
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;

3)  Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
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4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandalanganan SFK;

5)  Penvedia gagal memperbaiki kineria:

6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

7)  berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan scjak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
assmzaveaTl amailemce sanTencilaneas
lLl\.«lkJ\fl\fMll\Mll PUI\\/LJ““I(,

8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan  sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia fidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;

9)  Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan,

10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian
nama Penyedia;

11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak ,
Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda
velaksanaan vekeriaan atau kelaniutan pekeriaan. dan verintah tersebut
tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau

12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
yang disepakati.

2. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan
Teriycdia iiaxa:

1)  Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);

2)  penyedia membayar denda (apabila ada); dan

3)  penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan
Penyedia, maka:

1)  Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau
Jaminan Pemeliharaan dicairkan fteriebih dahulu untiuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan

2)  Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

i Nalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Peiahat Penandatangan Kontrak
terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka
Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke
Kas Negara/ Dacrall,

k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan
Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka
Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Dacrah.
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28. PEMBAYARAN
a. Pembayaran preslasi hasil pekerjaan yang disepakali dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak . dengan ketentuan:

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang
telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;

3) pembayaran dilakukan tcrhadap pckcrjaan yang sudah ter‘pasang,

AV cmmaae Tamv v anmem A1 A1 g~ ~1. s 1.
) puulua_you ail GuanNuRait u.\.ubsux motu;u u.xuu.u ul.a.u J\.t\uuauo auou.cu. aC L\.llluuu.

dalam SPK;
5) pembayaran harus memperhitungkan:
i.  angsuran uang muka;
ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
iii. pajak; dan/atau
Iv. uang retensi.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan sctelah pekerjaan selesai dan Berita Acara
Serah Terima Periama Pekerjaan ditandaiangani oleh Pejabai Penandaiangan
Kontrak dan Penyedia;

¢. Sebelum pembayaran lerakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban uniuk

menverahkan kepada Pengawas Pekeriaan rincian perhifungan nilai tagihan

terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan

SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan

diterima oleh Pengawas Pekerjaan;

I¢javai TCiaiidalaiigaii RUMTAR daldaiti Nuiuii Wakiu 7 (ujuliy liaci Ke(ja séiclali

pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan

Surat Perintah Membayar (PPSPM);

e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan

menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak

dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara
dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;

Pejabat Penandatangan Konirak dapat menangguhkan pembayaran setiap

angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi

kewajiban kontrakiualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai
dengan waktu vang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis

£u

—
L

29. DENDA DAN GANTI RUGI
a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;

. Ganil rugl merupakan sankst  {inansial  yanyg dikcnakat Kepada  rojabai
Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan;
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c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas
kelerlambalan penyelesaian pekerjaan adalah 1%o (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN):

d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;

e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar
bunga dari nilai taglhan yang tcrlambat dlbayar berdasarkan tingkat suku bunga
_yaua U\'Llu}.\u Pﬂd‘l OMI. ll.M .ll.l.\.«l.l.m ML l\ul.\.myau BMIL}\ Il I.dUl.l.\-o\).Lu, avy:.uuaub l.\.«ul.l.l
diputuskan oleh lembaga yang berwenang;

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan
dalam adendum SFPK;

2. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pejabat Penandaiangan Konirak dan penyedia berkewajiban uniuk berupaya
sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari
alau berhubungan dengan SPK ini alau inlerprelasinya sclama alau selelah
nelaksanaan pekeriaan. lika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musvawarah
maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.




